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ABSTRAK 
 

Ahmad Ali Sombili, NIM 1901036248. Penilaian Kinerja Keuangan Pada 

Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 – 2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota 

Samarinda dengan menggunakan pengukuran Value For Money. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja pada Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2017- 2021. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen. 

Hasil dari penelitian ini ditinjau dari tingkat ekonomis pada tahun anggaran 2017 

– 2021 menunjukan hasil yang tidak baik karena masuk dalam kategori kurang 

ekonomis. Dari segi efisiensi pada tahun anggaran 2017 – 2021 menunjukan hasil 

yang tidak baik karena masuk dalam kategori tidak efisien, dan dari segi 

efektivitas pada tahun anggaran 2017 – 2021 menunjukan hasil yang baik karena 

masuk dalam kategori sangat efektif. 

 

Kata Kunci: Analisis Value For Money; Kinerja Keungan Daerah; Ekonomis; 

Efisiensi; Efektivitas. 
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ABSTRAK 

 

Ahmad Ali Sombili, NIM 1901036248. Financial Performance Assessment of 

the Samarinda City Government for 2017 – 2021. 

This research aims to determine the financial performance of the Samarinda 

City Government using the Value For Money measurement. This research is 

quantitative research with a descriptive approach. The data used is secondary 

data originating from reports on the realization of the income and expenditure 

budget for the Samarinda City Government in 2017-2021. The data collection 

technique used in this research is documents. The results of this research are 

reviewed from the economic level in the 2017 fiscal year– 2021 shows poor 

results because it is included in the less economical category. In terms of 

efficiency, the 2017 - 2021 budget year shows poor results because it is in the 

inefficient category, and in terms of effectiveness, the 2017 - 2021 budget year 

shows good results because it is in the very effective category. 

 

Keywords: Value For Money Analysis; Regional Financial Performance; 

Economical; Efficiency; Effectiveness. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sejak dibentuknya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak 

dimulainya otonomi daerah. Acuan pemerintah daerah untuk melakukan otonomi 

daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seberapa besar 

kekuatan keuangan daerah dalam menanggung kebutuhan daerahnya dapat 

menjadi indikator apakah otonomi daerah pada aspek keuangan berhasil atau 

tidak. Karena hal tersebut maka dibutuhkan sebuah penilaian kinerja keuangan 

daerah agar dijadikan sebagai parameter saat suatu kebijakan tahun anggaran 

berikutnya ditetapkan. 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menurut (Haryoko & 

Juliastuti, 2016) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang dituangkan dalam angka-angka 

rupiah. APBD dinyatakan dalam bentuk satuan uang dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD menjadi pedoman Pemerintah Daerah 

dalam merencanakan pembangunan daerahnya, sebagai catatan penerimaan dan 

pengeluaran keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut (Kurnia 

2016) pengelolaan APBD harus memiliki standar yang digunakan sebagai acuan 

bahwa sebuah daerah dapat dikatakan mandiri, efektif dan efisien. Maka 

dibutuhkan sebuah pengukuran kinerja keuangan daerah agar digunakan sebagai 

parameter ketika menetapkan suatu kebijakan pada tahun anggaran berikutnya. 
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Cara menghitung hasil pencapaian sebuah entitas adalah dengan mengukur 

kinerjanya. Keberhasilan lembaga pemerintah sebagai sektor publik membuat 

masyarakat akan mengapresiasi dengan baik pula kepada lembaga tersebut. Fokus 

masyarakat lebih terpusat pada kinerja Pemerintah Pusat sehingga kinerja 

Pemerintah Daerah terabaikan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan peraturan-peraturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar. (Irham Fahmi, 2018). Pentingnya bagi masyarakat mengetahui bahwa 

kinerja Pemerintah Daerah berhubungan langsung dengan keuntungan yang akan 

diperoleh masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Oleh sebab itu 

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban atas pengelolaan program- 

program dari pemerintah dan mempertanggungjawabkan kinerjanya tersebut. 

Pengukuran kinerja keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui 

tingkat indikator di atas, salah satunya dengan analisis value for money. Menurut 

(Zakia Arsiandi, 2016) adalah adanya penerapan konsep Value For Money dalam 

kegiatan evaluasi kinerja organisasi sektor publik. Penilaian kinerja berdasarkan 

konsep Valu For Money merupakan tolok ukur dari pengukuran kinerja pada 

organisasi pemerintah yang berdasarkan pada ukuran ekonomis, efisiensi, dan 

efektivitas. 

Ekonomis adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu 

pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan realisasi anggaran 

(input) dengan anggaran pengeluaran (input value) yang dinyatakan dalam satuan 

moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat 
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menimalisir input resources yang digunakan yaitu menghindari pengeluaran yang 

boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2018). 

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu 

atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi 

merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau 

target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018 ). Efektivitas merupakan tingkat 

pencapaian   hasil   dari    suatu    program yang telah mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Sederhananya, efektivitas adalah perbandingan outcome 

dengan output (Mardiasmo, 2018 ). Perkembangan konsep Value For Money 

dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor 

publik. 

Manfaat perkembangan konsep value for money pada organisasi sektor 

publik antara lain: (a) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik; (b) 

Meningkatkan mutu pelayanan publik; (c) Menurunkan biaya pelayanan publik 

karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input; 

(d) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; (e) 

Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas 

publik (Mardiasmo, 2018). 

Salah satu metode dalam pengukuran kinerja keuangan yaitu 

metodeBalance Scorecard. Namun metode ini memiliki beberapa kelemahan 

antara lain: (a) Memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk 

mengembangkan dan menjalankannya dengan baik; (b) Penilaian yang tidak 

objektif dan berpotensi konflik; (c) Fokus pada jangka pendek; 
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(d)kesulitan dalam pengukuran intangibles; (e) Menerapkan BSC memerlukan 

sumber daya dan biaya yang signifikan; (f) Kesulitan dalam penentuan kausalitas; 

(g) Kemungkinan overload informasi. 

 

Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur Indonesia 

serta kota dengan penduduk terbesar di selururh pulau kalimantan. Sebagai pusat 

perekonomian di kalimantan timur, samarinda menjadi pusat kegiatan pendidikan, 

ekonomi, dan sosial budaya yang menjadi magnet bagi masyarakat untuk berkerja 

dan berbisnis dan juga mencari hiburan sehingga banyak transaksi yang terjadi di 

Kota Samarinda. Salah satunya pajak dan retribusi yang tinggi menjadi 

pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Sementara itu biaya belanja daerah dan 

belanja langsung untuk pembangunan fasilitas publik yang lebih lengkap dan 

memadai terus meningkat 

Pemerintah Kota Samarinda selalu mengedepankan transparansi dan akses 

masyarakat terhadap informasi dalam pengelolaan anggarannya. Metode 

pengukuran kinerja keuangan yang digunakan Pemerintah Kota Samarinda 

berdasarkan PP No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 

Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun hal prinsip 

value for money tidak diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Padahal 

analisis value for money dapat digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja 

anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Samarinda dan diharapkan 

dapat menjadi landasan dan pedoman bagi para pengambil kebijakan, khususnya 

dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja yang lebih hemat, efisien, dan 

efektivitas. 
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Tabel 1.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 – 2021 

(Dalam Rupiah) 

Tahun Uraian Anggaran Realisasi % 

 

 

 
2017 

Pendapatan 

asli daerah 
507.247.746.809,00 519.640.806.807,82 102,44 

Pendapatan 

transfer 
1.854.941.640.668,00 1.768.909.871.611,00 95,36 

Pendapatan 

daerah 

yang sah 

 
1.008.000.000,00 

 
0 

 

 

 

 
2018 

Pendapatan 

asli daerah 
445.353.498.390,00 498.888.664.159,96 112,02 

Pendapatan 

transfer 
1.974.656.073.426,00 2.119.660.334.837,00 107,34 

Pendapatan 

daerah 

yang sah 

 
122.648.764.593,00 

 
81.757.265.074,81 

 
66,66 

 

 

 
2019 

Pendapatan 

asli daerah 
500.991.118.323,22 560.444.857.362,80 111,87 

Pendapatan 

transfer 
2.463.926.211.807,78 2.702.425.917.905,78 109,68 

Pendapatan 

daerah 

yang sah 

 
99.410.000.000,00 

 
82.649.720.000,00 

 
83,14 

 

 

 
2020 

Pendapatan 

asli daerah 
392.727.879.000,00 485.189.493.721,33 123,54 

Pendapatan 

transfer 
2.097.155.527.400,00 2.291.345.796.202,00 109,26 

Pendapatan 

daerah 

yang sah 

 
102.935.723.000,00 

 
96.300.745.000,00 

 
93,55 

 

 

 
2021 

Pendapatan 

asli daerah 
2.777.546.569.409,00 2.860.333.904.522,71 102,98 

Pendapatan 

transfer 
2.127.210.861.194,00 2.171.166.219.590,00 102,07 

Pendapatan 

daerah 

yang sah 

 
88.842.800.000,00 

 
115.441.304.576,00 

 
129,94 

Sumber Laporan Keuangan – PPID Samarind 
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Dapat dilihat pada tabel 1.1 di atas, bagaimana perkembangan keuangan 

daerah dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017 

pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp519.640.806.807,82. Sedangkan 

anggaran yang di tetapkan sebesar Rp507.247.746.809,00. Dapat dilihat bahwa 

pendapatan asli daerah pemerintah Kota Samarinda mengalami defisit dan belum 

memberikan kontribusi yang cukup. Pada tahun 2018 dan 2021 pendapatan asli 

daerah Kota Samarinda juga mengalami hal yang sama dengan tahun 2017. 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka untuk mengetahui 

tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran Kota 

Samarinda Provinsi Kalimantan Timur menggunakan metode Value For Money. 

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: Penilaian 

Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Samarinda 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini berdasarkan latar 

belakang adalah kinerja keuangan berdasarkan metode Value For Money yang 

terbagi dalam 3 aspek, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tinjauan secara ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Kota 

Samarinda? 

2. Bagaimana efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda? 

 

3. Bagaimana efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebaga berikut: 

1. Untuk mengetahui tinjauan secara ekonomis kinerja keuangan 

Pemerintah Kota Samarinda. 

2. Untuk mengetahui efisiensi kinerja keungan Pemerintah Kota Samarinda. 

 

3. Untuk mengetahui efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota 

Samarinda. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

1. Bagi Pemerintah Kota Samarinda 

 

Diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan bagi Pemerintah 

Kota Samarinda mengenai pengelolaan keuangan sehingga nantinya 

penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 

menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja di Pemerintah 

Kota Samarinda. 

2. Bagi Penulis. 

 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti tentang 

tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi 

anggaran badan layanan umum daerah. 

3. Pengembangan Ilmu 

 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk kemajuan dalam 

bidang ilmu pengetahuan tentang tingkat ekonomis, efisiensi dan 

efektivitas pada pelaksanaan realisasi anggaran badan layanan umum 

daerah. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kinerja Keuangan 

 

Kinerja keuangan merupakan hal terpenting bagi pelaku bisnis karena 

kinerja keuangan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui apakah bisnis 

yang dijalankan akan tetap terus berjalan dengan baik ke depannya atau tidak. 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana 

suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan peraturan-peraturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. (Irham Fahmi, 2018). 

Sedangkan menurut Islahuzzaman (2012), kinerja keuangan adalah 

perbandingan antara hasil nyata (realisasi) dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan sebelumnya. dan menurut Sucipto (2007) mengatakan bahwa kinerja 

keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur 

keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Kinerja keuangan yang dijelaskan oleh (Irham Fahmi, 2018), (slahuzzaman 

2012) dan (Sucipto 2007) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan 

merupakan suatu pencapian keberhasilan perusahaan atas berbagai kegiatan yang 

telah dilakukan. Sebuah pencapian dapat dilihat dari kondisi kesehatan keuangan 

perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. 
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2.1.1. Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

 

Sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat 

ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan 

sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan 

menetapkan reward and punishment system. 

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian strategi melalui tolok 

ukur kinerja yang ditetapkan. Tolok ukur kinerja tesebut dapat berupa pengukuran 

kinerja keuangan dan nonkeuangan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk 

menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan 

publik yang lebih baik (Abdul Halim. et. al, 2012). 

Sedangkan menurut Sulistiyowati (2015) pengukuran kinerja merupakan 

suatu aktivitas penilaian pencapaian target – target tertentu yang diderivasi dari 

tujuan strategi organisasi. Jadi pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi 

organisasi. 

Pengukuran kinerja sektor publik yang dijelaskan oleh (Abdul Halim. et. al, 

2012) dan Sulistiyowati (2015) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran 

kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik 

menilai capaian strategi melalui tolok ukur kinerja yang ditetapkan. Sistem 

pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena 

pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. 
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2.1.2. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

 

Tujuan sistem pengukuran kinerja sektor publik menurut Mahmudi (2015) 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui tingkat ketercapian tujuan organisasi 
 

2. Menyediakan sarana pembelajaran pengawai 

 

3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya 

 

4. Memberikam pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward and punishment 

5. Memotivasi pegawai 

 

6. Menciptakan akuntabilitas publik. 

 

2.1.3. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Manfaat sistem pengukuran kinerja sektor publik menurut Mardiasmo 

(2018) adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 

manajemen. 

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 

 

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 

korektif untuk memperbaiki kinerja. 

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and 

punsihment) secara objektif atas pencapian prestasi yang diukur sesuai 

dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 
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5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi. 

6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi 

 

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

 

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

 

2.2. Value For Money 
 

Menurut Mardiasmo (2018) Value For Money merupakan konsep 

pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, 

yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan menurut Halim et al. 

(2014) Value for money merupakan konsep untuk melakukan pengukuran 

secara ekonomis, efesiensi dan efektivitas kinerja program, kegiatan dan 

organisasi, yaitu ekonomis terkait sejauh mana organisasi sector publik 

meminimalisir input resource yang digunakan yaitu dengan menghindari 

pengeluaran yang boros dan tidak produktif, efisiensi terkait pencapaian output 

yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah 

untuk mencapai output tertentu dan efektivitas tingkat pencapaian hasil program 

dengan target yang ditetapkan. 

Value For Money yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2018) dan Halim    et 

al. (2014) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa value for money adalah suatu 

konsep pengukuran kinerja sektor publik yang memiliki tiga elemen utama: 

ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, dalam memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia. 
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2.2.1. Tinjauan Kinerja Ekonomis 

 

Tinjauan kinerja ekonomis adalah pengukuran ekonomis. Pengukuran 

ekonomis adalah berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas 

tertentu. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat 

meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari 

pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ekonomis menurut Mahmudi 

(2015) pengertian ekonomis yaitu kaitannya dengan penggunaan input primer 

(anggaran atau kas) menjadi input reguler (tenaga kerja, bahan, infrastruktur, 

dan barang modal) yang dikonsumsi organisasi untuk melaksanakan kegiatan 

operasional. 

Dalam rancangan ekonomis diharapkan organisasi sektor publik tidak 

melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, 

maupun operasional organisasi. Ekonomis memiliki pengertian bahwa sumber 

daya input hendaknya diperoleh secara hemat yaitu dengan harga yang lebih 

rendah (spending less) atau lebih murah dengan kualitas tertentu. Kehematan 

harga biasanya  diukur dengan  harga pasar. 

2.2.2. Efisiensi Kinerja Keuangan 
 

Efisiensi adalah berhubungan erat dengan dengan konsep produktiifitas 

dalam arti berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, dimana penggunaan 

sumber daya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan. Efisiensi merupakan 

perbandingan output/Input yang digunakan dengan kaitan pada standar kinerja atau 

target yang telah ditetapkan. Efisiensi menurut Halim (2008) efisiensi adalah 

mencerminkan perbandingan antara realisasi pendapatan yang diterima dengan 



13 
 

 

 

Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut. Sedangkan menurut 

Mardiasmo (2018) efisiensi berkaitan erat dengan konsep produktivitas. 

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output 

yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Dikatakan efisiensi jika suatu 

produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya 

yang tepat serta dana yang digunakan seminimalmungkin. 

Pengukuran efisiensi yang dijelaskan oleh Halim (2008) dan Mardiasmo 

(2018) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan perbandingan 

output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah 

ditetapkan. 

2.2.3. Efektivitas Kinerja Keuangan 
 

Efektivitas adalah berhubungan dengan tujuan dan sasaran dari target 

kegiatan (berhasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran (output) 

dengan tujuan atau sasaran (outcome) yang harus dicapai. Semakin besar 

kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, 

program, atau kegiatan. Menurut Renyowijoyo (2013) Efektivitas merupakan 

perbandingan outcome dengan output. Efektivitas hubungan antara output dengan 

tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. 

Sedangkan menurut Abdul Halim (2012) efektivitas adalah 

mengambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) 

program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang 
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dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, 

maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

Pengekuran efektivitas yang dijelaskan oleh Renyowijoyo (2013) dan 

Abdul Halim (2012) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu 

tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara 

sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. 

2.2.4. Indikator Value For Money 

Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik 

yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 

Ekonomi merupakan perbandingan realiasi anggaran (inpu)t dengan anggaran 

pengeluaran (input value) yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi 

merupakan perbandingan output/input (cosh of output) yang digunakan dengan 

dikaitkan pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas 

merupakan hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan atau sasaran 

(outcome) yang harus tercapai (Mukminati Ridwan, 2017). 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) manfaat yang dikehendaki dalam 

pelaksanaan value for money pada organisasi sektor publik, yaitu: ekonomis 

(hemat cermat), efisien (berdaya guna) dan efektif (berhasil guna). Langkah - 

langkah pengukuran value for money adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran Ekonomis 

 

Pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan (input) 

yang dipergunakan. Rasio ekonomis dapat dihitung dengan rumus: 
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Rasio Efisiensi = 
Realisasi Pengeluaran 

𝑥 100%
 

Anggaran Pendapatan 

 
 

 

Sumber: Mardiasmo (2018) 
 

Ketentuan: 

 

Jika x < 100% berarti ekonomis 

 

Jika x > 100% berarti tidak ekonomis 

Jika x = 100% berarti seimbang 

2. Pengukuran Efisiensi 

 

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin 

besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efiseinsi 

suatu organisasi. Rasio efiseinsi dapat dihitung dengan rumus: 

Sumber: Mardiasmo (2018) 
 

Ketentuan: 
 

Jika x < 100% berarti efisien 

 

Jika x > 100% berarti tidak efisien 

 

Jika x = 100% berarti efisiensi seimbang 

 

3. Pengukuran Efektivitas 

 

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar. 

Rasio Ekonomis =
 Realisasi Pengeluaran 

𝑥 100%
 

Anggaran Pengeluaran 
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biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Rasio 

efektivitas dapat dihitung dengan rumus: 

 

Sumber: Mardiasmo (2018) 

 

Ketentuan: 

 

Jika x < 100% berarti efektif 

 

Jika x > 100% berarti tidak efektif 

 

Jika x = 100% berarti efektivitas seimbang 

 

Indikator Value For Money yang dijelaskan oleh (Mukminati Ridwan, 

2017) dan (Mardiasmo, 2018) di atas, dapat disimpulkan bahwa tiga indikator 

value for money prestasi organisasi sektor publik akan dirinci sebagai berikut: 

ekonomi itu mengenai input, efisiensi tentang input dan output, dan efektivitas 

berhubungan dengan output dan outcome. 

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

 

Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekniks Pengelolaan Keuangan Daerah, 

keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: 

Rasio Efektivitas = 
Realisasi Pendapatan 

Anggaran Pendapatan 
𝑥 100% 
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1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta 

melakukan pinjaman; 

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 

dan membayar tagihan pihak lain; 

3. Penerimaan Daerah 

 

4. Pengeluaran Daerah 

 

5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 

surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan 

uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau 

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka 

penyelenggarakan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. 

2.3.1. Fungsi APBD 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekniks Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD 

(Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah) mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk 

melaksanakan APBD pada tahun berkenan. 

2. Fungi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman 

bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun 

berkeanan. 

3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus 

diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan 
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pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perekonomian. 

4. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

5. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah 

menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan 

fundamental perekonomian daerah. 

2.3.2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
 

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 Tentang Pengelolaan Keungan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan 

yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD 

adalah sebagai berikut: 

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 

 

a. Pendapatan Daerah; 

 

b. Belanja Daerah; 

 

c. Pembiayaan Daerah. 

 

2. APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 

3. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi 

disesuakan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan 

undang – undangan. 

4. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas 

umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan 
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lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 

diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) 

tahun anggaran. 

5. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekeing kas umum daerah 

yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundanng – undangan diakui sebagai 

pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun 

anggaran. 

6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
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2.4. Peneltian Terdahulu Tabel 

2.1. Penelitian Relevan. 
 

No Nama Peneliti, Judul Penelitian dan Hasil Penelitian 

1. Nama : Maryanti & Munandar,2021 

Judul : Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015 - 2019 

Hasil : Hasilnya penelitian ditinjau dari tingkat ekonomis adalah bahwa pada 

tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 Pemerintah Kota Surabaya berhasil 

mencapai tingkat ekonomis kinerja antara 80% sampai 90% dengan kriteria cukup 

ekonomis. Kondisi tahun 2019 meningkat menjadi 92,24% yang berarti tingkat 

ekonomisnya menurun menjadi kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi 

hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan 

pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang 

efisien pada tahun 2015 dan tahun 2017 dan tidak efisien pada tahun 2016, 2018 

dan 2019. Rata-rata tingkat efisiensi selama 5 tahun adalah 101.18% yang artinya 

masuk kategori tidak efisien. Hasil perhitungan tingkat efektivitas kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2015 adalah efektif 

sebesar 99.65%, sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 masuk dalam 

kategori sangat efektif yaitu berkisar antara 100.37% sampai dengan 101.63%. 

Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota 

Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan 

tingkat efektivitas rata-rata adalah sebesar 100.88%. 

2. Nama : Sampow & Pangkey, 2022 

Judul : Analisis Kinerja Keungan Dengan Metode Value For Money Pada Badan 

Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung 

Hasil : Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan dari rasio 

ekonomis pada tahun 2016 berada pada 89,89%dikatakan cukup ekonomi dan 

dikatakan ekonomi pada tahun 2017, 2018, 2019 karena berada pada 96,23%, 

93,41%, dan 94,81%. Rasio efeisiensi pada tahun 2016-2017 berada pada 

91,67% dan 94,27% ini dikategorikan kurang efisiensi dan dikatakan tidak 

efisien pada tahun 2018-2019 karena berada pada 102,03% dan 101,88%.Rasio 

efektivitas tahun 2017 berada 106,83% dikatakan sangat efektif dan pada tahun 

2016, 2017, dan 2019 berada pada 95,10%, 98,43%, dan 97,39% dikatakan 

efektif. 
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Tabel 2.1. Sambungan 
 

No Nama Peneliti, Judul Penelitian, dan Hasil Penelitian 

3. Nama : Yulitiawati & Rusmidarti,2021 

Judul :  Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan 
Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU 

Hasil : Hasil analisis kriteria ekonomis menunjukkan kategori 90-100% yang 

artinya dalam pengelolaan anggaran pemerintah kriteria efisiensi dikategorikan 

kurang efisien yaitu hasil perhitungan lebih dari 90%, sedangkan kriteria efektif 

kriteria telah terealisasi secara optimal karena hasil perhitungan rasio berada 

diantara 100%. 

4. Nama : Rahmawati, 2019 

Judul : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Dengan Menggunkan prinsip Value For Money 

Hasil : Berdasarkan hasil pengambilan data dan analisa dengan menggunakan 

value for money yang telah dilakukan, pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo 

dalam kurun waktu 2014 – 2018 tercatat memiliki Rasio ekonomis yang tidak 

stabil namun tetap ekonomis dengan rasio kurang dari 100%, tingkat efisiensi 

yang baik dengan angka tidakmencapai 100%, dan efektivitas mencapai lebih dari 

100%. Hal tersebut terlihat dalam capaian program yang telah dilaksanakan, 

Program Pendidikan Sekolah Dasar, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dan 

kegiatan lainnya yang mampu mencapai target di 

masyarakat 

5. Nama : Ali Sartono,2016 

Judul :  Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Magelang Tahun 2012 – 2016 Berdasarkan Konsep Value For Money 

l : Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

Magelang Tahun 2012-2016 cukup ekonomis. Pemerintah Daerah Kota Magelang 

p sukses mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan. Rasio efisiensi menunjukan 

a kinerja keuangan kurang efisien. Rasio efisiensi memperlihatkan hasil di rentang 

90% - 100%. Rasio efektivitas menunjukan bahwa kinerja keuangan sangat baik. 

rintah Daerah Kota Magelang telah sukses dalam menentukan target penerimaan, 

tikan dengan perolehan realisasi pendapatan yang lebih besar daripada anggaran 

apatanya. Kinerja keuangan secara keseluruhan menunjukan hasil yang cukup baik 
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2.5. Rerangka Pemikiran. 

Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja 

untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi. Pengukuran 

kinerja pada organisasi sektor publik tidak hanya berdasarkan pada ukuran 

finansial saja tetapi juga pada ukuran non-finansial karena tujuan utama organisasi 

ini bukan memperoleh laba melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kinerja organisasi sektor publik yang bersifat multidimensional 

menyebabkan tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan dalam 

pengukuran kinerja. Selain itu, output yang dihasilkan oleh organisasi sektor 

publik umumnya bersifat intangible, sehingga perlu adanya ukuran nonfinansial 

yang dapat mencerminkan besarnya output yang dihasilkan. Value for Money 

merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. Value for 

Money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga 

elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 

Pengukuran kinerja dengan metode Value for Money, input, output, dan 

outcome dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran kinerja, sehingga dapat 

diketahui tingkat kinerja ditinjau dari sisi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang 

telah dicapai oleh Pemrintah Kota Samarinda Untuk mempermudah jalan 

pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas adapun Rerangka konseptual 

penelitian ini dapat digambarkan pada model berikut ini: 
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Efektivitas Efesiensi Ekonomis 

Value For Money 

 

 

 
 
 

 

Gambar 2.1. Rerangka Pemikira. 

Kinerja Keungan Pemerintah Kota 

Samarinda 

Pemerintah Kota Samarinda 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitan ini menggunakan pendekatan kuantitaif melalui studi lapangan, 

yaitu turun langsung pada subjek penelitian dan melihat proses - proses yang 

berlangsung pada lapangan. Dalam studi lapangan ini, dokumen dan studi 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. 

3.1. Defenisi Operasional 

 

Suatu aspek penelitian yang dikenal sebagai definisi operasional 

menyediakan data atau petunjuk tentang cara mengukur suatu variabel. Dengan 

bantuan informasi ini, peneliti dapat menentukan cara mengukur variabel 

berdasarkan konsep yang sama. Oleh karena itu, informasi ilmiah yang dijabarkan 

dalam bentuk definisi operasional dapat memberikan bantuan kepada peneliti lain 

yang hendak menjalankan penelitian dengan menggunakan variabel serupa. 

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dengan 

menggunakan konsep Value For Money merupakan pengukuran kinerja yang 

dilakukan untuk mengetahui seberapa ekonomis, efisiensi dan efektivitas 

penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap periodenya, cara 

mengukur variable dari penelitian ini adalah: 

1. Penilaian kinerja keuangan adalah untuk memperbaiki kinerja keuangan 

pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, 

mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. 
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2. Value For Money merupakan pengukuran kinerja yang digunakan 

pemerintahan daerah yang dapat diukur melalui penilaian ekonomis, 

efisiensi dan efektivitas dalam pengukuran kinerjanya. 

3. Rasio ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran – 

pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, untuk pengukuran 

tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. 

4.  Rasio efisiensi adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase belanja 

daerah dibagi dengan realisasi pendapatan daerah. 

5. Rasio efektivitas adalah pendapatan daerah diukur dengan realisasi 

pendapatan daerah dengan anggaran pendapatan daerah. 

3.2. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif data 

kuantitaif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang 

diterima dari Pemerintah Kota Samarinda berupa data – data jumlah anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah kota 

samarinda sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis 

menganalisis dengan teori yang ada. 

Berdasarkan (Sugiyono 2018) Data kuantitaif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan data konkrit, data penelitian berupa angka – angka yang akan 

diukur menggunakan rumus Value For Money sebagai alat uji perhitungan dan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. 

Penelitian ini akan menjelaskan kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda 

yang dilakukan berdasarkan metode pengukuran Value For Money. 
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3.3. Objek Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Kota Samarinda Jl. Dahlia, 

Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif 

menurut sugiyono (2016) adalah data yang berbentuk angka atau data 

kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif penelitian ini berupa data yang 

dihitung anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja pada Pemerintahan Kota Samarinda yang berperiode 

2017 - 2021 

2. Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data 

sekunder menurut Sugiyono (2016) adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pemgumpulan data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini adalah data yang berasal dari 

BPKAD Kota Samarinda yang berupa laporan realisasi anggaran pendapatan 

dan belanja pada Pemerintahan Kota Samarinda yang berperiode 2017 – 

2021. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen. Teknik dokumen adalah lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan 

instrumen ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen – dokumen yang 

dapat mendukung penelitian ini (Sujarweni, 2019). Dokumen yang peneliti 

gunakan yaitu dokumen yang terkait dengan ringkasan laporan realisasi anggaran 
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pendapatan dan belanja pada Pemerintahan Kota Samarinda yang berperiode 2017 

 

– 2021. 

3.6. Alat Analisis Data 

 

Analisis data merupakan proses data yang telah dikumpulkan akan diolah 

sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan dapat mendukung proses 

pengambilan keputusan (Elvera et. al, 2021). Alat analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif yaitu untuk menghitung 

tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas pendapatan dan belanja pada 

Pemerintahan Kota Samarinda yang berperiode 2017 – 2021. Berdasarkan data 

dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain: 

1. Rasio Ekonomis 

 

Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang 

dinyatakan dalam satuan moneter (Mukminati Ridwan, 2017). Kinerja 

Pemerintah Kota Samarinda akan dikatakan sangat ekonomis bila rasionya 

di bawah 60%, atau jumlah realisasi atas pengeluaran tidak melebihi 

jumlah anggaran pengeluaran yang ditetapkan. dapat digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

Sumber: Mardiasmo (2018) 
 

Untuk mengetahui tingkat rasio ekonomis dari hasil perhitungan 

menggunakan formula ekonomis adalah klasifikasi pengukuran rasio 

ekonomis. 

 

Rasio Ekonomis = 
Realisasi Pengeluaran 

𝑥 100%
 

Anggaran Pengeluaran 
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Rasio Efisiensi = 
Realisasi Pengeluaran 

𝑥 100%
 

Anggaran Pendapatan 

 

Tabel 3.1. 

Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis 

Presentase Kriteria 

100% Ke atas Tidak Ekonomis 

90% - 100% Kurang Ekonomis 

80% - 90% Cukup Ekonomis 

60% - 80% Ekonomis 

Kurang dari 60% Sangat Ekonomis 

Sumber: Mardiasmo (2018) 

 
2. Rasio Efisiensi 

 

Efisiensi adalah berhubungan dengan besar biaya pemungutan dengan 

reasliasi penerimaan pendapatan pada Pemrintah Kota Samarinda Rumus 

efisiensi sebagai berikut: 

 

Sumber: Mardiasmo (2018) 

 

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari 

hasil perhitungan menggunakan formula efisiensi adalah klasifikasi 

pengukuran efisiensi. 

Tabel 3.2. 

Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisiensi 

Presentase Kriteria 

100% Ke atas Tidak Efisien 

90% - 100% Kurang Efisien 

80% - 90% Cukup Efisein 

60% - 80% Efisein 

Kurang dari 60% Sangat Efisien 

Sumber: Mardiasmo (2018) 
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Rasio Efektivitas = 
Realisasi Pendapatan 

Anggaran Pendapatan 
𝑥 100% 

3. Rasio Efiktivitas 

 

Keberadaan pendapatan dan belanja pada Pemerintah Kota Samarinda 

harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan 

ketercapainnya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun 

dari Pendapatan tersebut. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas 

penerimaan pendapatan pada Pemerintah Kota Samarinda dapat digunakan 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

Sumber: Mardiasmo (2018) 
 

Untuk tingkat efektivitas dari hasil perhitungan dapat dilakukan 

dengan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran 

efektivitas. 

Tabel 3.3. 

Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas 

Presentase Kriteria 

100% Ke atas Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 

Sumber: Mardiasmo (2018) 



 

 

 

BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Gambaran Umum Kota Samarinda 

Samarinda merupakan ibu kota dari provinsi kalimantan timur, indonesia 

serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh pulau kalimantan dengan 

jumlah penduduk 766.015 jiwa. Samarinda memiliki wilayah seluas km 

dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 

sampai 200 meter dari permukaan laut. 

Kota samarinda secara astronomis terletak pada posisi antara 117°03'00"– 

117°18'14" Bujur Timur dan 00°19'02"–00°42'34" Lintang Selatan dengan 

luas wilayah adalah 718 km berdasarkan PP No. 12 Tahun 1987. Suhu 

minimum berkisar antara 20 °C – 34 °C dengan curah hujan rata-rata per 

tahun 1980 mm, sedangkan kelembaban udara rata-rata 85%. Bulan terdingin 

terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan bulan terpanas terjadi pada 

bulan April dan Oktober. Berikut ini adalah tabel kondisi cuaca rata-rata di 

wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. 

Sungai – sungai yang melintas di Kota Samarinda memiliki pengaruh yang 

cukup besar pada perkembangan kota. Sebagai salah satu pusat perekonomian 

regional terpenting di kalimantan timur. Kota samarinda memiliki posisi dan 

kedudukan strategis bagi berbagai kegiatan industry. Perdangangan barang 

dan jasa serta pemukiman yang berwawasan lingkungan dan hijau. 
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a. Visi Dan Misi Kota Samarinda 

 

Visi Kota Samarinda adalah “ Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota 

Pusat Peradaban”. 

Misi Kota Samarinda sebagai berikut: 
 

1. Sumber daya manusia 

 

Mewujudkan warga kota yang religius, unggul dan berbudaya. 

Mewujudkan masyarakat madani (civil society) ditopong dengan sumber 

daya manusia unggul, sehat jasmani dan rohani dalam kehidupan yang 

harmonis, egaliter serta relasi yang seimbang antar tiga pilar 

(masyarakat,negara dan swasta). 

2. Ekonomi Kota 

 

Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri,berkerakyatan dan 

berkeadilan. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat 

yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka 

pengangguran,berkembangnya sector riil di luar pertambangan, 

munculnya ekonomi kreatif, start up dan market place di era revolusi 

industry 4.0. 

3. Pemerintahan 

 

Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntable dan 

bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat. 

4. Infrastruktur 

 

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, modern, nyaman 

dan ramah lingkungan dalam konsep smart city yang dicirikan 

pemanfaatan teknologi informasi. 

5. Lingkungan Kota 
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Mewujudkan masyarakat religius, mengedepankan nilai – nilai agama dan 

memegang teguh tradisi dan adat istiadat sebagai warisan leluhur dan 

identitas bangsa. 

b. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda 

 

a) Tugas pokok dan fungsi 

 

1. Tugas pokok utama 

 

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah Kota Samarinda, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan untuk melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah daerah bidang keuangan meliputi pengelolaan keuangan dan 

aset daerah yang membawahi bidang anggaran, perbendaharaan, 

akuntansi, dan bidang aset daerah. 

2. Fungsi 

 

Untuk penyelenggaraan tugas pokok, Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Samarinda pada pasal 4 Peraturan Walikota Samarinda 

Nomor Nomor 51 Tahun 2016 mempunyai fungsi: 

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

pengelolaan keuangan dan aset Daerah; 

2) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

dan rancangan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

3) Pelaksanaan fungsi BUD; 

 

4) Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; 

 

5) Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
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6) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak; 

 

7) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar 

akuntansi pemerintahan; 

8) Pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu 

Pengelola; 

9) Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan Aset 

daerah; 

10) Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah; 

 

11)  Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; 

12)  Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya; dan 

13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

b) Visi Dan Misi 
 

1. Visi 

 

Visi dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda 

adalah "Terwujudnya sistem Administrasi pengelolaan keuangan dan aset 

daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang profesional 

kredibel, transparan dan akuntabel secara tertib, taat kepada peraturan 

perundang-undangan dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di 

bidang keuangan" 

2. Misi 

 

Misi dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda 

adalah sebagai berikut: 
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Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang 

profesional; 

1) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

2) Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah 

yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dibidang pengelola 

keuangan da aset daerah sesuai dengan standar pelayanan. 

c) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota 

Samarinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset 

Daerah Kota Samarinda 

 
4.1 Gambar Struktur Organisasi BPKAD 
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4.2.Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kota 

Samarinda 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun 

2017 – 2021. 

Tabel 4.1 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan 

Kota Samarinda Tahun 2017 

(Dalam Rupiah) 
 
 

Uraian 2017 

Anggaran Realisasi 

Pendapatan asli daerah 507.247.746.809,00 519.640.806.807,82 

Pendapatan transfer dana 

perimbangan 

1.374.596.561.929,00 1.252.076.838.872,00 

Pendapatan Transfer 

Pemerintah daerah 

302.225.427.000,00 338.713.381.000,00 

Tranfer pemerintah provinsi 178.119.651.739,00 178.119.651.739,00 

Lain – lain pendapatan yang 

sah 

1.008.000.000,00 0,00 

Jumlah pendapatan 2.363.197.387.477,00 2.288.550.678.418,82 

Belanja operasi 1.760.542.464.905,00 1.578.033.675.251,76 

Belanja modal 777.802.273.486,00 702.034.572.498,19 

Belanja tak terduga 3.000.000.000,00 2.963.437.302,50 

Jumlah belanja 2.541.344.738.391,00 2.283.031.685.052,45 

Transfer bantuan keuangan - - 

Penerima pembiayaan 179.155.350.914,00 179.156.846.880,22 

Pengeluaran pembiayaan 1.008.000.000,00 0,00 

Pembiyaan netto 178.147.350.914,00 179.156.846.880,22 

Sisa lebih pembiayaan 

anggaran 

0.00 184.675.840.246,59 

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda 
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Tabel 4.2 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan 

Kota Samarinda Tahun 2018 

(Dalam Rupiah) 
 
 

Uraian 2018 

Anggaran Realisasi 

Pendapatan asli daerah 445.353.498.390,00 498.888.664.159,96 

Pendapatan transfer dana 

perimbangan 

1.336.671.561.687,00 1.510.601.699.160,00 

Pendapatan transfer 

pemerintah pusat- lainya 

0,00 0,00 

Tranfer pemerintah provinsi 607.984.511.739,00 609.058.635.677,00 

Lain – lain pendapatan yang 

sah 

122.648.764.593,00 81.757.265.074,81 

Jumlah pendapatan 2.542.658.336.409,00 2.700.306.264.071,77 

Belanja operasi 1.810.861.869.759,00 1.697.076.492.270,31 

Belanja modal 910.768.831.944,00 817.179.025.617,07 

Belanja tak terduga 3.000.000.000,00 1.033.828.109,00 

Jumlah belanja 2.724.630.701.703,00 2.515.289.345.996,38 

Transfer bantuan keuangan 1.903.474.953.,00 1.903.474.953.,00 

Penerima pembiayaan 184.675.840.247,00 184.675.840.246,59 

Pengeluaran pembiayaan 800.000.000,00 792.000.000,00 

Pembiyaan netto 183.875.840.247,00 183.883.840.246,59 

Sisa lebih pembiayaan 

anggaran 

0.00 336.997.283.368,98 

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda 
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Tabel 4.3 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan 

Kota Samarinda Tahun 2019 

(Dalam Rupiah) 
 
 

Uraian 2019 

Anggaran Realisasi 

Pendapatan asli daerah 500.99.118.323,22 560.444.857.362,80 

Pendapatan transfer dana 

perimbangan 

1.533.540.322.740,00 1.804.428.094.452,00 

Pendapatan transfer 

pemerintah pusat- lainya 

30.087.063.000,00 30.087.063.000,00 

Tranfer pemerintah provinsi 900.298.826.067,78 867.910.760.453,78 

Lain – lain pendapatan yang 

sah 

99.410.000.000,00 82.649.720.000,00 

Jumlah pendapatan 3.064.327.330.131,00 3.345.520.495.268,58 

Belanja operasi 2.063.362.673.424,00 1.856.744.865.508,63 

Belanja modal 1.360.933.408.331,00 1.206.777.043.102,26 

Belanja tak terduga 5.000.000.000,00 1.693.960.756,00 

Jumlah belanja 3.429.356.081.755,00 3.065.215.869.366,89 

Transfer bantuan keuangan 1.968.531.745,00 1.968.531.745,00 

Penerima pembiayaan 366.997.283.369,00 366.997.283.368,98 

Pengeluaran pembiayaan 0.00 0.00 

Pembiyaan netto 366.997.283.369,00 366.997.283.368,98 

Sisa lebih pembiayaan 

anggaran 

0.00 645.333.377.525,67 

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda 
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Tabel 4.4 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan 

Kota Samarinda Tahun 2020 

(Dalam Rupiah) 
 
 

Uraian 2020 

Anggaran Realisasi 

Pendapatan asli daerah 392.727.879.000,00 485.189.493.721,33 

Pendapatan transfer dana 

perimbangan 

1.332.435.970.400,00 1.530.119.937.719,00 

Pendapatan transfer 

pemerintah pusat- lainya 

35.336.461.000,00 35.336.461.000,00 

Tranfer pemerintah provinsi 729.383.096.000,00 725.889.397.483.00 

Lain – lain pendapatan yang 

sah 

102.935.723.000,00 96.300.745.000,00 

Jumlah pendapatan 2.592.819.129.400,00 2.872.836.034.923,33 

Belanja operasi 1.941.877.842.303,00 1.816.178.901.099,31 

Belanja modal 1.190.256.536.647,00 1.066.113.143.021,66 

Belanja tak terduga 103.919.482.000,00 93.794.421.718,39 

Jumlah belanja 3.236.053.860.950,00 2.976.086.465.839,36 

Transfer bantuan keuangan 2.098.646.000,00 2.098.645.335,00 

Penerima pembiayaan 645.333.377.550,00 645.333.377.525,67 

Pengeluaran pembiayaan 0.00 0.00 

Pembiyaan netto 645.333. 377.550,00 645.333.377.525,67 

Sisa lebih pembiayaan 

anggaran 

0.00 539.984.301.274,64 

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda 
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Tabel 4.5 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan 

Kota Samarinda Tahun 2021 

(Dalam Rupiah) 
 
 

Uraian 2021 

Anggaran Realisasi 

Pendapatan asli daerah 561.492.908.215,00 573.726.380.356,71 

Pendapatan transfer 

pemerintah pusat 

1.319.215.964.294,00 1.351.808.166.281,00 

Tranfer pemerintah antar 

daerah 

807.994.896.900,00 819.358.103.309,00 

Lain – lain pendapatan yang 

sah 

88.842.800.000,00 115.441.304.576,00 

Belanja operasi 2.084.185.927.103,00 1.911.082.455.467,70 

Belanja modal 1.120.255.347.491.,00 1.007.524.414.721,03 

Belanja tak terduga 113.089.596.090,00 81.373.689.241,99 

Jumlah belanja 3.317.530.870.684,00 3.069.980.559.430,72 

Penerima pembiayaan 539.984.301.275,00 539.983.776.274,64 

Pembiyaan netto 539.984.301.275,00 539.983.776.274,64 

Sisa lebih pembiayaan 

anggaran 

0,00 330.337.121.366,63 

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda 
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Rasio Ekonomis = 

Realisasi Pengeluaran 
𝑥 100%

 

Anggaran Pengeluaran 

 
2.283.031.685.052,45 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 = 
2.541.344.738.391,00 

𝑥 100%
 

= 89,84% 

 

2.515.289.345.996,38 
𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 = 

2.724.630.701.703,00 
𝑥 100%

 

= 92,32% 

4.3. Analsis Data 
 

a. Analisis Ekonomis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda 

Ditetapkannya otonomi daerah menurut pemda agar mampu mengatur keungan 

wilayah otonomnya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi biaya 

kebutuhan daerahnya disertai pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pengukuran tingkat 

ekonomis kinerja keuangan pemerintah kota samarinda. Kinerja Pemerintah Kota 

Samarinda akan dikatakan sangat ekonomis bila rasionya di bawah 60%, atau jumlah 

realisasi atas pengeluaran tidak melebihi jumlah anggaran pengeluaran yang ditetapkan. 

dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Sumber: Mardiasmo (2018) 

 
1. Penilaian ekonomis tahun 2017: 

 

 

 
 

2. Penilaian ekonomis tahun 2018: 
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3.065.215.869.366,89 
𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 = 

3.429.356.081.755,00 
𝑥 100%

 

= 89,38% 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 = 
2.976.086.465.839,36 

3.236.053.860.950,00 
𝑥 100% 

= 91,97% 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 = 
3.069.980.559.430,72 

3.317.530.870.684,00 
𝑥 100% 

3. Penilaian ekonomis tahun 2019: 
 

 

 

4. Penilaian ekonomis tahun 2020: 
 

 

 
5. Penilaian ekonomis tahun 2021: 

 
 

 
Tabel 4.6. Pengukuran Ekonomi Kinerja Keuangan Pemkot Samarinda 

Tahun 2017 – 2021 

(Dalam Rupiah) 
 

Tahun Realisasi Pengeluaran Anggaran Pengeluaran % Kategori 

2017 2.283.031.685.052,45 2.541.344.738.391,00 89,84 Cukup ekonomis 

2018 2.515.289.345.996,38 2.724.630.701.703,00 92.32 Kurang ekonomis 

2019 3.065.215.869.366,89 3.429.356.081.755,00 89,38 Cukup ekonomis 

2020 2.976.086.465.839,36 3.236.053.860.950,00 91,97 Kurang ekonomis 

2021 3.069.980.559.430,72 3.317.530.870.684,00 92,54 Kurang ekonomis 

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda 

Adapun grafik dari hasil perhitungan indeks ekonomis pada tahun 2017-2021 di 

Pemerintahan Kota Samarinda dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini. 
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Sumber: Data olahan (2023) 

 

Gambar 4.2 Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Samarinda 
 

Dilihat dari tabel 4.6, selama periode 5 tahun, Pemerintah Kota Samarinda 

memiliki perubahan dalam rasio ekonomis. Pada tahun 2017, rasio ekonomis mencapai 

89,84%, berada dalam kategori cukup ekonomis karena berada di antara 80% dan 90%. 

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan menjadi 92,32%, yang masuk dalam kategori 

kurang ekonomis karena berada di antara 90% dan 100%. Tahun 2019 mengalami 

penurunan menjadi 89,38%, tetapi masih tergolong cukup ekonomis karena berada di 

antara 80% dan 90%. Pada tahun 2020, rasio ekonomis meningkat menjadi 91,97%, 

masuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada di antara 90% dan 100%. Pada 

tahun 2021, terjadi kenaikan lagi menjadi 92,54%, yang masih termasuk dalam kategori 

kurang ekonomis karena berada di antara 90% dan 100%. 

Dalam kondisi ini mencerminkan fluktuasi kinerja keuangan Pemerintah Kota 

Samarinda dalam rasio ekonomis, yang mengalami naik turun. Meskipun demikian, 

performa keuangan Pemerintah Kota Samarinda selama 5 tahun lebih cenderung 

meningkat tetapi tergolong dalam kategori kurang ekonomis. Ini menandakan bahwa dari 

tahun 2017 hingga 2021, Pemerintah Kota Samarinda tidak berhasil melakukan 

Ekonomis Kinerja Pemerintah Kota 
Samarinda 

93.00% 
92.50% 

92.00% 

91.50% 

91.00% 

90.50% 

90.00% 

89.50% 

89.00% 

88.50% 

88.00% 

87.50% 

2017 2018 2019 2020 2021 



43 
 

 

 

 

2.283.031.685.057,45 
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 

2.363.197.387.477,00 
𝑥 100%

 

= 96,60% 

 

2.515.289.345.996,38 
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 

2.542.658.336.409,00 
𝑥 100%

 

= 98,92% 

Penghematan anggaran belanja daerah. 

 

Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara 

cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase ekonomis maka 

kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. (Mahsun, 2016). Rasio ekonomis 

terkait sejauh mana organisasi sector publik meminimalisir input resource yang 

digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif 

(Halim et  al., 2014). 

b. Pengukuran Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda 

Pengukuran selanjutnya adalah efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah 

dengan membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Cara mengukur 

tingkat atas pendapatan yang diterima daerah. Pengukuran tingkat efisiensi performa 

keuangan Pemrintah Kota Samarinda akan diukur dengan rumus efisiensi sebagai berikut: 

 
Sumber: Mardiasmo (2018) 

 
1. Penilaian efisiensi tahun 2017: 

 

 
2. Penilaian efisiensi tahun 2018: 

 

 

Rasio Efisiensi = 
Realisasi Pengeluaran 

𝑥 100%
 

Anggaran Pendapatan 
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3.065.215.869.366,89 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 
3.064.327.330.131,00 

𝑥 100%
 

= 100,02% 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 
2.976.086.465.839,36 

2.592.819.129.400,00 
𝑥 100% 

= 114,78% 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 
3.069.980.559.430,72 

2.777.546.569.409,00 
𝑥 100% 

= 110,52% 

3. Penilaian efisiensi tahun 2019: 

 

 
4. Penilaian efisiensi tahun 2020: 

 
 

 

5. Penilaian efisiensi tahun 2021: 
 
 

 
Tabel 4.7. Pengukuran Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda 

Tahun 2017 – 2021 

(Dalam Rupiah) 
 

Tahun Realisasi Pengeluaran Anggaran Pendapatan % Kategori 

2017 2.283.031.685.057,45 2.363.197.387.477,00 96,60 Kurang efisien 

2018 2.515.289.345.996,38 2.542.658.336.409,00 98,92 Kurang efisien 

2019 3.065.215.869.366,89 3.064.327.330.131,00 100,02 Tidak efisien 

2020 2.976.086.465.839,36 2.592.819.129.400,00 114,78 Tidak efisen 

2021 3.069.980.559.430,72 2.777.546.569.409,00 110,52 Tidak efisien 

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda 

 

Adapun grafik dari hasil perhitungan indeks efisiensi pada tahun 2017-2021 di 

Pemerintahan Kota Samarinda dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini. 
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Sumber: Data olahan (2023) 

Gambar 4.3 Rasio Efisiensi Pemerinta Kota Samarinda 

 

Dari tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan 

Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan tingkat kurang 

efisiensi dan tidak efisiensi. Pada tahun 2017, rasio efisiensi sebesar 96,60%, masuk 

dalam kategori kurang efisien karena berada di antara 90% dan 100%. Pada tahun 2018, 

terjadi peningkatan menjadi 98,92%, tetapi masih tergolong kurang efisien karena berada 

di antara 90% dan 100%. Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 100,02%, yang 

termasuk dalam kategori tidak efisien. Pada tahun 2020, rasio efisiensi meningkat 

menjadi 114,78%, masuk dalam kategori tidak efisien, dan pada tahun 2021 mengalami 

penurunan menjadi 110,52%, tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efisien. Ini 

menunjukkan bahwa dalam melakukan belanja daerah untuk memperoleh pendapatan 

daerah, Pemerintah Kota Samarinda mengalami penurunan kinerja dari tahun 2017 

hingga 2021, mengalami penurunan, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Kota Samarinda. 

Penurunannya disebabkan karena terjadi peningkatan belanja daerah pemerintah 

kota samarinda. Misalnya belanja barang dan jasa, belanja gedung dan bangunan, dan 

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. 

Efisiensi Kinerja Pemerinta Kota Samarinda 
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Rasio Efektivitas = 
Realisasi Pendapatan 

Anggaran Pendapatan 
𝑥 100% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 
2.288.550.678.418,82 

2.363.197.387.477,00 
𝑥 100% 

= 96,84% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 
2.700.306.264.071,77 

2.542.658.336.409,00 
𝑥 100% 

= 106,20% 

Menurut Mardiasmo (2018), Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang 

dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan 

Pemerintah Kota Samarinda dalam rasio efisiensi dinyatakan tidak sesusai dengan target 

yang telah ditetapkan. 

c. Pengukuran Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda 

 

Dalam analisis efektivitas performa keuangan pemerintah daerah akan dijelaskan 

tingkat kinerja keuangan daerah dengan cara merasiokan realisasi pendapatan dengan 

anggaran pendapatan. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan 

pendapatan pada Pemerintah Kota Samarinda dapat digunakan dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

Sumber: Mardiasmo (2018) 

1. Penilaian efektivitas tahun 2017: 
 

 
2. Penilaian efektivitas tahun 2018: 
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𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 
3.345.520.495.268,58 

3.064.327.330.131,00 
𝑥 100% 

= 109,18% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 
2.872.836.034.923,33 

2.592.819.129.400,00 
𝑥 100% 

= 110,80% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 
2.860.333.904.522,71 

2.777.546.569.409,00 
𝑥 100% 

= 102,98% 

 

3. Penilian efektivitas tahun 2019: 

 

 

4. Penilaian efektivitas tahun 2020: 
 
 

 
5. Penilaian efektivitas tahun 2021: 

 

Tabel 4.8.Pengukuran Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda 

Tahun 2017 – 2021 

(Dalam Rupiah) 
 

Tahun Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan % Kategori 

2017 2.288.550.678.418,82 2.363.197.387.477,00 96.84 Efektif 

2018 2.700.306.264.071,77 2.542.658.336.409,00 106,20 Sangat efektif 

2019 3.345.520.495.268,58 3.064.327.330.131,00 109,18 Sangat efektif 

2020 2.872.836.034.923,33 2.592.819.129.400,00 110,80 Sangat efektif 

2021 2.860.333.904.522,71 2.777.546.569.409,00 102,98 Sangat efektif 

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda 

Adapun grafik dari hasil perhitungan indeks efektivitas pada tahun 2017-2021 di 

Pemerintahan Kota Samarinda dapat dilihat pada gambar 4.4 di bawah ini. 
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Sumber: Data olahan (2023) 

 

Gambar 4.4 Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Samarinda 

Dari tabel 4.8, terlihat bahwa tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Kota 

Samarinda dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dikategorikan sebagai efektif dan sangat 

efektif. Pada tahun 2017, rasio efektivitas mencapai 96,84%, masuk dalam kategori 

efektif karena berada di antara 90% dan 100%. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan 

menjadi 106,20%, termasuk dalam kategori sangat efektif karena melebihi 100%. Pada 

tahun 2019, rasio efektivitas terus meningkat menjadi 109,18%, juga masuk dalam 

kategori sangat efektif karena berada di atas 100%. Tahun 2020 menunjukkan 

peningkatan efektivitas menjadi 110,80%, kategori sangat efektif karena berada di atas 

100%. Meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 102,98%, namun masih 

termasuk dalam kategori sangat efektif karena melebihi 100%. Ini menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dapat dianggap sangat efektif dalam 

mengelola pendapatan, dengan tingkat efektivitas rata-rata melebihi 100% selama 

periode 5 tahun dari 2017 hingga 2021. 
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Menurut Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa untuk rasio efektivitas 

merupakan tingkat dari pencapaian atas hasil program dengan target yang ditetapkan. 

Menurut Renyowijoyo (2013) Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan 

output. Efektivitas hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi 

output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau 

kegiatanya. 

 

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dengan metode Valu For 

Money yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas 

peningkatan dan penurunan dapat dilihiat grafik di bawah ini: 

 

Sumber: Data olahan (2023) 

Gambar 4.5 Hasil pengukuran value of money 

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa rasio ekonomis untuk biaya 

pembelanjaan daerah mengalami kurang ekonomis, sedangkan untuk tingkat efisiensi 

menunjukan bahwa Pemerintah Kota Samarinda dalam melakukan belanja daerah untuk 

memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2017 – 2021 mengalami penurunan, dan 

untuk tingkat efektivitas ini menunjukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota 
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Samarinda dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat 

efektivitas rata – rata adalah di atas 100%. 

4.4. Pembahasan 

Berikut ini adalah hasil perhitungan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi, dan 

efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Samarinda: 

Tabel 4.9 

Pengukuran tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah 

Pemerintah Kota Samarinda 

Tahun 2019 – 2021 

(Dalam Rupiah) 
 
 

Uraian Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Rasio ekonomi 89,84% 92,32% 89,38% 91,97% 92,54% 

 

Kategori 
Cukup 

ekonomis 

Kurang 

ekonomis 

Cukup 

ekonomis 

Kurang 

ekonomis 

Kurang 

ekonomis 

Rasio efisiensi 96,60% 98,92% 100,02% 114,78% 110.52% 

 

Kategori 
Kurang 

efisien 

Kurang 

efisiens 

Tidak 

efisien 

Tidak 

efisien 

Tidak 

efisien 

Rasio 

efektivitas 

 

96,84% 
 

106,20% 
 

109,18% 
 

110,80% 
 

102,98% 

 

Kategori 
 

Efektif 
Sangat 

efektif 

Sangat 

efektif 

Sangat 

efektif 

Sangat 

efektif 

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda 

 

4.4.1. Tinjauan Secara Ekonomis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda 

 

Tinjauan secara ekonomis Pemerintah Kota Samarinda diukur selama 5 tahun. 

Pada tahun 2017, rasio ekonomis mencapai 89,84%, yang masuk dalam kategori cukup 

ekonomis karena berada di antara 80% dan 90%. Tahun berikutnya, pada tahun 2018, 

rasio ekonomis meningkat menjadi 92,32%, yang masuk dalam kategori kurang ekonomis 

karena berada di antara 90% dan 100%. Namun, pada tahun 2019, rasio ekonomis 

mengalami penurunan menjadi 89,38%, meskipun masih tetap dalam  kategori cukup 
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ekonomis 80% hingga 90%. Pada tahun 2020, rasio ekonomi kembali meningkat menjadi 

91,97%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomis 90% hingga 100%, dan 

pada tahun 2021, rasio ekonomis naik lagi menjadi 92,54%, juga termasuk dalam 

kategori kurang ekonomis 90% hingga100%. 

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota 

Samarinda dalam rasio ekonomis mengalami fluktuasi antara kenaikan dan penurunan. 

Meskipun demikian, jika dilihat dari rentang waktu 5 tahun, kinerja keuangan Pemerintah 

Kota Samarinda cenderung mengalami penurunan dan dikategorikan sebagai kurang 

ekonomis. Ini menandakan bahwa dari tahun 2017 hingga 2021, Pemerintah Kota 

Samarinda menghadapi kesulitan dalam melakukan penghematan belanja daerah karena 

terjadi peningkatan belanja daerah pemerintah kota samarinda. Terjadi peningkatan 

belanja daerah tersebut adalah belanja barang dan jasa, belanja gedung dan bangunan, dan 

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. 

Menurut Mahmudi (2015) pengertian ekonomis yaitu kaitannya dengan 

penggunaan input primer (anggaran atau kas) menjadi input reguler (tenaga kerja, bahan, 

infrastruktur, dan barang modal) yang dikonsumsi organisasi untuk melaksanakan 

kegiatan operasional. Dalam rancangan ekonomis diharapkan organisasi sektor publik 

tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, maupun 

operasional organisasi. Tujuan dari pengukuran ekonomis adalah untuk mengevaluasi 

sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Samarinda dalam mendapatkan dan mengelola 

sumber daya (input) secara efektif, menghindari pemborosan, dan meningkatkan 

produktivitas pengeluaran. 

4.4.2. Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda 

 

Efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang diukur selama 

periode 5 tahun (2017 – 2021), seperti yang tercantum dalam Tabel 4.9, menunjukkan 
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bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2017 hingga 2021 

mengalami ketidakefisienan. Pada tahun 2017, rasio efisiensi sebesar 96,60%, yang 

termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada di antara 90% dan 100%. Tahun 

berikutnya, pada tahun 2018, rasio efisiensi meningkat menjadi 98,92%, tetapi masih 

termasuk dalam kategori kurang efisien. Pada tahun 2019, rasio efisiensi bahkan 

mencapai 100,02%, yang masuk dalam kategori tidak efisien. Pada tahun 2020, rasio 

efisiensi meningkat drastis menjadi 114,78%, juga termasuk dalam kategori tidak efisien. 

Sementara itu, pada tahun 2021, rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 110,52%, 

tetapi tetap masuk dalam kategori tidak efisien. 

Berdasarkan penjelasan di atas, ketidakefisienan dalam anggaran disebabkan oleh 

terjadi peningkatan belanja yang terjadi di sektor-sektor tertentu, seperti belanja barang 

dan jasa, belanja gedung dan bangunan, serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. 

Besarnya selisih antara realisasi anggaran belanja dan realisasi pendapatan menunjukkan 

bahwa pengelolaan keuangan masih sangat kurang efisien, tanpa mempertimbangkan 

penghematan dan efisiensi pengeluaran anggaran daerah. Keberhasilan pemerintah 

dalam mencapai target anggaran belanja tidak memiliki artiyang signifikan jika biaya 

yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut lebih besar daripada pendapatan yang 

diterima. 

Menurut Mardiasmo (2018) efisiensi berkaitan erat dengan konsep produktivitas. 

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang 

dihasilkan dengan input yang digunakan. Dikatakan efisiensi jika suatu produk atau hasil 

kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang tepat serta dana yang 

digunakan seminimal mungkin. 
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4.4.3. Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda 
 

Efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang diukur selama 

periode 5 tahun (2017 – 2021), sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.9, menunjukkan 

bahwa kinerja Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2017 hingga 2021 dapat 

dikategorikan sebagai efektif dan sangat efektif. Pada tahun 2017, rasio efektivitas 

mencapai 96,84%, yang termasuk dalam kategori efektif karena berada di antara 90% dan 

100%. Tahun berikutnya, pada tahun 2018, rasio efektivitas meningkat menjadi 106,20%, 

yang termasuk dalam kategori sangat efektif karena melebihi 100%. Pada tahun 2019, 

rasio efektivitas terus meningkat menjadi 109,18%, yang juga termasuk dalam kategori 

sangat efektif karena berada di atas 100%. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan 

menjadi 110,80%, tetapi masih termasuk dalam kategori sangat efektif karena di atas 

100%. Tahun 2021 mengalami penurunan hingga mencapai 102,98%, namun tetap 

termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada di atas 100%. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pengukuran efektivitas adalah sebuah rasio yang 

mencerminkan dampak (outcome) dari program terhadap hasil (output) dalam mencapai 

tujuan program. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Semakin besar output yang dihasilkan dalam mencapai tujuan 

atau sasaran yang telah ditetapkan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit 

organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda dapat 

dianggap sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan, dengan tingkat efektivitas rata- 

rata melebihi 100%selama periode 5 tahun dari tahun 2017 hingga 2021. 

Menurut Abdul Halim (2012) efektivitas adalah mengambarkan jangkauan akibat 

dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. 

Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau 

sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 
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Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Maryanti dan Munandar, 

(2023) dari hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Surabaya pada tahun 

2015 - 2019 berdasarkan pengukuran ekonomis adalah kurang melakukan penghematan 

anggaran belanja daerah, pengukuran efisiensi adalah terjadinya tidak efisien dikarenakan 

peningkatan belanja daerah di sektor belanja barang dan jasa, dan pengukuran efektivitas 

masuk dalam kriteria efektif. Keadaan ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kota 

Surabaya sudah memiliki kinerja keuangan yang efektif. 

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terletak dari tempat dan waktu penelitian, dan pengukuran kinerja 

Pemerintah Daerah, persamaamya adalah dengan menggunakan konsep Value For Money 

dan hasil penelitianya sama. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUPAN 

5.1. Simpulan 

 

Simpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Tinjauan ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda selama periode 

tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi, tetapi secara keseluruhan, 

mengindikasikan manajemen keuangan daerah yang tidak meningkat karena dari 

kategori cukup ekonomis menjadi kategori kurang ekonomis. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda tidak berhasil melakukan 

penghematan dalam pengeluaran pemerintah daerah pada periode 2017 hingga 

2021. 

2.  Efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota samarinda, menunjukan bahwa 

kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan karena besarnya belanja 

yang dikeluarkan Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan pendapatan 

Pemerintah Kota Samarinda. Penurunannya disebabkan karena terjadi 

peningkatan belanja daerah pemerintah kota samarinda. Misalnya belanja barang 

dan jasa, belanja gedung dan bangunan, dan belanja modal jalan, jaringan dan 

irigasi. 

3. Efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2017 – 2021 

mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan pendapatan daerah Pemerintah 

Kota Samarinda di tahun 2017 sampai 2020 dan penurunan berada di tahun 2021 

tapi berdasarkan pengukuran efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Kota 

Samarinda berada dikategori sangat efektif. Hal ini menunjukan bahwa kinerja 

keuangan Pemerintah Kota Samarinda dalam pendapatan daerah telah mencapai 

target yang ditetapkan. 
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5.2. Saran 
 

Saran yang penulis sampaikan untuk pertumbuhan ekonomi serta pengelolaan kinerja 

keuangan Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kota Samarinda 

 

Harapannya instansi terkait dapat lebih memperhatikan optimalisasi penggunaan 

anggaran belanja daerah yang belum maksimal dan melaksanakan pengawasan 

terhadap penggunaan anggaran belanja yang berlebihan. Tujuannya adalah untuk 

mencegah terjadinya pemborosan dana yang melebihi batas yang telah ditetapkan 

dan mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan anggaran 

tersebut. Dengan demikian, penggunaan dana yang diberikan oleh negara dapat 

menjadi lebih akurat dan menghindari penggunaan berlebihan untuk menjalankan 

program-program tertentu.. 

2. Bagi Masyarakat 

 

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan metode Value for 

Money dapat meningkatkan keyakinan masyarakat melalui peningkatan 

transparansi dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. 

3. Bagi Peneliti 

 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang 

sama, diharapkan untuk melakukan pengukuran kinerjan tidak hanya diukur 

dengan konsep Value For Money saja, tetapi juga dapat diukur dengan 

menggunakan rasio keuangan daerah sehingga hasil penelitian menunjukan hasil 

yang lebih baik. 
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WALIKOTA SAMARINDA 
 

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Audited) 

(dalam satuan rupiah) 

NO. URAIAN ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 (%) REALISASI 2017 

1 PENDAPATAN     

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     

3 Pendapatan Pajak Daerah 309.979.500.000,00 352.827.149.153,44 113,82 298.972.840.769,93 

4 Pendapatan Retribusi Daerah 61.314.172.500,00 48.480.939.558,00 79,07 52.123.941.557,00 

5 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 
11.979.756.081,00 11.707.898.396,97 97,73 5.057.498.908,46 

6 Lain-lain PAD Yang Sah 62.080.069.809,00 85.872.677.051,55 138,33 163.486.525.572,43 

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 445.353.498.390,00 498.888.664.159,96 112,02 519.640.806.807,82 

8 PENDAPATAN TRANSFER 
    

9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
    

10 Bagi Hasil Pajak 120.239.317.000,00 93.507.456.251,00 77,77 100.730.525.248,00 

11 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 344.802.218.687,00 523.611.508.712,00 151,86 259.194.715.025,00 

12 Dana Alokasi Umum (DAU) 659.322.535.000,00 659.322.535.000,00 100,00 653.465.507.000,00 

13 Dana Alokasi Khusus (DAK) 242.307.491.000,00 234.160.199.197,00 96,64 238.686.091.599,00 

14 
Jumlah Pendapatan Transfer Dana 

Perimbangan 
1.366.671.561.687,00 1.510.601.699.160,00 110,53 1.252.076.838.872,00 

15 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 

Lainnya 

    

16 Dana Penyesuaian 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat - Lainnya 
0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi     

19 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 399.501.058.000,00 400.575.181.938,00 100,27 338.713.381.000,00 

20 Bantuan Keuangan     

21 
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah 

Provinsi Lainnya 
208.483.453.739,00 208.483.453.739,00 100,00 178.119.651.739,00 

22 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 607.984.511.739,00 609.058.635.677,00 100,18 516.833.032.739,00 

23 Total Pendapatan Transfer 1.974.656.073.426,00 2.119.660.334.837,00 107,34 1.768.909.871.611,00 

24 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH 

    

25 Pendapatan Hibah 122.648.764.593,00 81.757.265.074,81 66,66 0,00 

26 Jumlah Lain - lain Pendapatan yang Sah 122.648.764.593,00 81.757.265.074,81 66,66 0,00 

27 JUMLAH PENDAPATAN 2.542.658.336.409,00 2.700.306.264.071,77 106,20 2.288.550.678.418,82 
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WALIKOTA SAMARINDA 

 

 

 

 
H. SYAHARIE JA’ANG 

NO. URAIAN ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 (%) REALISASI 2017 

28 BELANJA     

29 BELANJA OPERASI     

30 Belanja Pegawai 1.307.872.909.486,00 1.214.251.946.146,00 92,84 931.254.208.717,18 

31 Belanja Barang dan Jasa 475.204.310.273,00 456.353.896.124,31 96,03 618.903.996.820,58 

32 Belanja Hibah 27.784.650.000,00 26.470.650.000,00 95,27 26.678.063.049,00 

33 Jumlah Belanja Operasi 1.810.861.869.759,00 1.697.076.492.270,31 93,72 1.576.836.268.586,76 

34 BELANJA MODAL     

35 Belanja Modal Tanah 21.311.111.150,00 20.326.281.017,00 95,38 6.424.204.345,00 

36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 127.677.075.063,00 61.199.821.105,00 47,93 18.343.774.741,00 

37 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 166.881.819.712,00 156.394.852.365,00 93,72 182.569.370.905,00 

38 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 587.770.713.990,00 550.373.428.011,28 93,64 472.609.691.881,00 

39 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 822.470.500,00 782.190.470,00 95,10 573.010.300,00 

40 Belanja Modal Dana BOS 6.305.641.529,00 28.102.452.648,79 445,67 21.514.520.326,19 

41 Jumlah Belanja Modal 910.768.831.944,00 817.179.025.617,07 89,72 702.034.572.498,19 

42 BELANJA TAK TERDUGA     

43 Belanja Tak Terduga 3.000.000.000,00 1.033.828.109,00 34,46 2.963.437.302,50 

44 Jumlah Belanja Tak Terduga 3.000.000.000,00 1.033.828.109,00 34,46 2.963.437.302,50 

45 JUMLAH BELANJA 2.724.630.701.703,00 2.515.289.345.996,38 92,32 2.281.834.278.387,45 

46 TRANSFER     

47 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 
    

48 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1.903.474.953,00 1.903.474.953,00 100,00 1.197.406.665,00 

49 Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa 1.903.474.953,00 1.903.474.953,00 100,00 1.197.406.665,00 

50 SURPLUS / (DEFISIT) (183.875.840.247,00) 183.113.443.122,39 (99,59) 5.518.993.366,37 

51 PEMBIAYAAN 
    

52 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
    

53 Penggunaan SiLPA 184.675.840.247,00 184.675.840.246,59 100,00 179.156.846.880,22 

54 Jumlah Penerimaan 184.675.840.247,00 184.675.840.246,59 100,00 179.156.846.880,22 

55 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
    

56 
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah 

Daerah 
800.000.000,00 792.000.000,00 99,00 0,00 

57 Jumlah Pengeluaran 800.000.000,00 792.000.000,00 99,00 0,00 

58 PEMBIAYAAN NETTO 183.875.840.247,00 183.883.840.246,59 100,00 179.156.846.880,22 

59 
SISA LEBIH PEMBIAYAAN 

ANGGARAN 
0,00 366.997.283.368,98 0,00 184.675.840.246,59 
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